SALINAN

BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI FAKIR MISKIN PEMILIK
SURAT PERNYATAAN MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Pusat Pembiayaan
dan Jaminan Kesehatan pada Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia Nomor
JP.02.03/3/305/2019 tanggal 1 Februari 2019
perihal penggunaan Aplikasi E-Klaim INA-CRG.
sistem INA-CBG adalah salah satu mctode
pembayaran dalam pelayanan kesehatan yang hanva
diperuntukkan bagi Program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN);

b. bahwa dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor | |
Tahun 2017 tentang Pedoman Operasional
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Fakir
Miskin Pemilik Surat Pernyataan Miskin, untuk tarif
pelayanan tingkat lanjutan di Rumah Sakit Umum
Daerah mengacu pada standar tarif INA-CBG sesusi
dengan  Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Standar  Tarif  Pelayanan Kesehatan dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan vang
berlaku, sehingga perlu diganti;

c. bahwa mengacu ketentuan Peraturan Gubernur
Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2018 tentang

Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Keschatan

i



Mengingat

Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur yang
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 19
Tahun 2019, tarif pelayanan kesehatan bagi
masyarakat miskin di Provinsi Jawa Timur yang
tidak ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional
menggunakan tarif Biakes Maskin;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf ¢ dipandang
perlu  menetapkan  Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 11
Tahun 2017 tentang  Pedoman Operasional
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Fakir

Miskin Pemilik Surat Pernyataan Miskin;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972
tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat
Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten
Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1972 Nomor 38);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1930
tentang Penanggulangan Gelandangan dan
Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3177);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012
tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan
kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 264, (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang
Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 62);

Peraturan Menteri Sosial Nomor & Tahun 2012
tentang Pedoman Penataan dan Pengelolaan Data
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
567);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun
2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun
2014 tentang Puskesmas;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) yang telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 120 Tahun 2018;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun
2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan
Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1601);



Menetapkan

23.

24.

S

26.

27 .

28.

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan Nomor 1 Tahun 2104 tentang
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 21
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan
Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo
Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4
Tahun 2015;

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10
Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
pada RSUD Kelas D Kabupaten Situbondo
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Nomor 10} sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Situbondo Nomor 1 Tahun 2015;

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 20 Tahun 2015
tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan
Umum  Daerah di Lingkungan  Pemerintah
Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2015 Nomor 20j;

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2015
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Non Kelas
[II pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer
Rahem Kabupaten Situbondo (Berita Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 35);
Peraturan Bupati Situbondo Nomor 55 Tahun 2015
tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah
Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo
(Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015
Nomor 595);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 11 TAHUN
2017 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI
FAKIR MISKIN PEMILIK SURAT PERNYATAAN MISKIN.



Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Operasional

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Fakir

Miskin Pemilik Surat Pernyataan Miskin (Berita Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 11) diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Situbondo.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Situbondo.

Bupati adalah Bupati Situbondo.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Situbondo.

Inspektorat adalah  Inspektorat  Kabupaten
Situbondo.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan
Kabupaten Situbondo.

Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten
Situbondo.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Situbondo.

Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di
Kabupaten Situbondo.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban
untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya
dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.

Lurah adalah pemimpin kelurahan selaku
perangkat kecamatan dan bertanggung jawab

kepada camat.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali
tidak mempunyai sumber mata pencaharian
dan/atau mempunyai sumber mata
pencaharian tetapi tidak mempunyai
kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang
layak bagi kehidupan dirinya dan/atau
keluarganya.

Fakir Miskin Pemilik SPM adalah fakir miskin
di Kabupaten Situbondo berdasarkan 61
indikator kemiskinan yang dibuktikan dengan
kartu rumah tangga miskin, masuk kategori
sangat miskin atau miskin dan belum tercakup
dalam Kkepesertaan Penerima Bantuan I[uran
Jaminan Kesehatan.

Kartu rumah tangga miskin adalah kartu yang
diterbitkan oleh Desa/Lurah mengetahui Camat
hasil penilaian aplikasi Analisa Kemiskinan
Partisipatif (AKP) dalam Sistem Informasi Desa
(SID).

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
yang selanjutnya disingkat PBI Jaminan
Kesehatan adalah fakir miskin dan tidak
mampu yang menjadi peserta Jaminan
Kesehatan Nasional pada Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan yang iurannya
dibayar oleh Pemerintah (peserta KIS, eks
Jamkesmas) dan Pemerintah Daerah (eks
Jamkesda yang telah diintegrasikan ke PBI
JKN].

Surat Keterangan Tidak Mampu yang
selanjutnya disebut SKTM adalah surat yang
diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah yang
menerangkan bahwa pemohon sesuai hasil
verfikasi yang dilakukan oleh Tim Survey
Desa/Kelurahan masuk kategori sangat miskin
atau miskin berdasarkan kartu rumah tangga
miskin dan belum tercakup dalam kepesertaan
Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan.
Surat Pernyataan Miskin yang selanjutnya
disebut SPM adalah surat pernyataan yang
diberikan kepada fakir miskin di Kabupaten
Situbondo yang diterbitkan oleh Dinas Sosial
untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pada
fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah.



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang
selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas
kesehatan yang melakukan pelayanan
kesehatan perorangan yang bersifat non
spesialistik  untuk  keperluan  observasi,
promotif, preventif, diagnosis, perawatan,
pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan
lainnya.

Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah
fasilitas kesehatan yang melakukan kesehatan
perorangan yang bersifat spesialistik atau sub
spesialistik yang meliputi rawat jalan tin;gkat
lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat
inap di ruang perawatan khusus.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya
disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan
kesehatan yang menyelenggarakan upaya
kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan
perseorangan tingkat pertama, dengan lebih
mengutamakan upaya promotif dan preventif,
untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat
yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu
kegiatan dan/atau  serangkaian  kegiatan
pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan
kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu
kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah
kesehatan/penyakit.

Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat RSUD adalah RSUD dr. Abdoer Rahem,
RSUD Besuki dan RSUD Asembagus.

Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien
yang membutuhkan tindakan medis segera guna
penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan
lebih lanjut. |
dihapus.

dihapus.



27.a Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi

28.
29.

30.

31.

32

33.

Masyarakat Miskin yang selanjutnya disebut
Biakes Maskin adalah salah satu bentuk
usaha kesejahteraan kesehatan di Daerah
berupa perlindungan dan pemeliharaan
kesejahteraan kesehatan bagi masyarakat
miskin yang manfaat pelayanan kesehatannya
tidak ditanggung oleh Jaminan Kesehatan
Nasional.

Neonatus adalah bayi baru lahir umur 0-28 hari.
Pemohon adalah penduduk Situbondo yang
mempunyai Kartu Tanda Penduduk
Elektronik/surat keterangan pengganti KTP yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dan/atau Kartu Keluarga
Kabupaten Situbondo.

Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK
adalah kartu identitas keluarga yang memuat
data tentang nama, susunan dan hubungan
dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang
selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda
Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan
identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang
diterbitkan oleh  perangkat daerah yang
menangani urusan administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil.

Surat keterangan pengganti KTP adalah surat
keterangan yang diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Situbondo.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Situbondo.



10

2. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) diubabh,
sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 18

Tarif pelayanan SPM di Puskesmas dan
jaringannya, mengacu pada Peraturan Daerah
Kabupaten  Situbondo  tentang  Retribusi
Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan
Jaringannya yang berlaku.

Tarif pelayanan SPM tingkat lanjutan di RSUD
mengacu pada standar tarif Biakes Maskin
Provinsi Jawa Timur.

Tarif pelayanan diluar paket Biakes Maskin
Provinsi Jawa Timur (ambulance dan obat
penyakit kronis), mengacu pada tarif Peraturan
Daerah/Peraturan Bupati yang mengatur
tentang tarif pelayanan kesehatan.

Tarif pelayanan SPM tingkat lanjutan di Rumah
Sakit luar Daerah, berdasarkan tarif yang

tertuang dalam perjanjian kerjasama.

Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah, sehingga Pésal

22 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 22

Pengajuan klaim dilaksanakan setiap bulan
sesuai dengan pelayanan yang telah diberikan
berdasarkan tarif yang telah ditentukan.
Persyaratan berkas klaim di fasilitas kesehatan
tingkat lanjutan, sebagai berikut :
a. kepesertaan :

1. Surat Jaminan Pelayanan (SJP);

2. fotokopi SPM.
b. rujukan :

1. fotokopi rujukan berjenjang sesuail
tingkat pelayanan kesehatan (formulir
rujukan dari RSUD atau surat rujukan
dari puskesmas apabila rumah sakit
daerah tidak memiliki kompetensi

pelayanan);



2.

1§

untuk kasus rawat inap pasien dengan
kasus emergency (sesuai  kriteria
diagnosa emergency), menyertakan surat
keterangan rawat dari dokter IGD.

Cc. pelayanan pasien :

1.

formulir/lembar case mix (harus ada
nama dan tanda tangan dokter yang
merawat);

formulir bukti pelayanan pemeriks;aan
penunjang (Laboratorium, Radiologi);
formulir bukti pelayanan pembeirian
terapi, (Hemodialisa, Fisioterapi,
Radioterapi, Kemoterapi dan lain-lain);
dan

fotokopi resep pemberian obat pasien
(untuk kasus klaim obat penyakit kronis
yang dibayarkan secara terpisah dari
paket Biakes Maskin).

d. jika pasien rawat inap mendapatkan

tindakan operasi:

L.
2.

fotokopi resume medik pasien; ‘
fotokopi resume operasi atau tind#kan
bedah lainnya; dan |
fotokopi hasil pemeriksaan penunjang
diagnostik (laboratorium, radiologi).

e. klaim ambulance :

1.

Al i

surat tugas;

SPPD;

fotokopi SPM;

fotokopi Surat Jaminan Pelayanan (SJP);
surat rujukan/kematian dari dokter
yang merawat beserta stempel rumah
sakit; dan
kuitansi klaim pelayanan ambulancei.
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4. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) diubah, sehingga Pasal

23 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pasal 23

Kegiatan pelayanan kesehatan bagi fakir miskin
pemilik SPM di Puskesmas dan jaringannya
serta Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan di
klaim ke Dinas Kesehatan untuk dilakukan
verifikasi oleh petugas verifikator berdasarkan
surat tugas dari Kepala Dinas Kesehatan.

Hasil verifikasi klaim sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara
persetujuan klaim dan dilampiri biaya
perhitungan klaim perawatan rawat jalan,
rawat inap, ambulance dan obat penyakit
kronis.

Berita acara persetujuan klaim diluar paket
Biakes Maskin dilampiri dengan perhitungan
klaim perawatan rawat jalan dan rawat inap.
Berita acara persetujuan klaim untuk
ambulance dilampiri dengan rekapitulasi biaya
ambulance.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) beserta dokumen kelengkapannya harus
disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan dan
Kepala Puskesmas/ Direktur RSUD.

Dokumen kelengkapan klaim dibuat dalam
rangkap 2 (dua) meliputi :

kuitansi global;

rekapitulasi pelayanan kesehatan;

klaim rawat jalan;

klaim rawat inap;

klaim ambulance;

klaim obat penyakit kronis; dan

@ o0 o

rekapitulasi klaim.

Pembiayaan hasil klaim pelayanan SPM yang
telah diverifikasi, dibayarkan ke rekening BLUD
Puskesmas/RSUD melalui bank yang disetujui
oleh Bupati.
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(8) Pembiayaan klaim pelayanan SPM di Rumah
Sakit Luar Daerah dibayarkan ke rekenfing
Rumah Sakit tersebut sesuai dengan perjanjian

kerjasama.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Situbondo. ‘

|

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 3 DEC 2019

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO
Diundangkan di Situbondo

pada tanggal 30 DEC 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

iy

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 20:9NOMOR 49

sesuai dengan Aslinya,
ABAGIAN HUKUM

: \Q/ _//Bembma (IV/a)
T U BI9831221 200604 2 009



